PERATURAN DALRAH }&ABUPATEN GORONTALO UTARA
,f_ NOMOR 3 TAHUN 2020
- Ny ’lE‘\ITANG -
ANGGARAN PENDAF’ATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT ’TUHAN YANG MAHA ESA

~ | BUPATI. GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bah.wa untul% '}néléksaﬂalgan keiéntuan pasal 311 ayat (1}

i

| Daerah, oebagmmana telah d1ubah beberapa kalj,

? (DPRD] untuk: m\,mperoleh persetujuan bersama;

H

dcm Pldi(m Anggarcm Sementara yang telah

Undang Undqhg: Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pcrubahan Kedua' atas Undang- Undang Nomor ' 23 Tahun
:2014 tentang Pemermtdhan daerah dan pasal 104 ayat (1}
QPergLuran Pelm_ermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan K,eﬁal_.igan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota
\vexjib m(:ngajﬁkzm Rancangan' :Pératuran Daerah tentang
Ang? garan Pendapétan dan Belahj‘a Daerah (APBD) Tahun
§Anggaran 2091 kenada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b, bahwa Rcm(dngan Peraturan Dderah tentang Anggaran
Pendapamn d' BP[EII’]_]CI Daerah (APBD] yang diajukan
| sebagaxmand dmaksud pada huruf a, merupakan perwujudan
idan Rencana I\\.Ua Pemcrintah ‘Daerah Tahun 2021 yang

d1jabarkan ke ddlam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas

disepakati

R pemerintah c.acrdn bcrsama DPRD pada tanggal 21 Desember

gtahun 2020; ’f

Lo




Mengingat
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. bahwa bcrda‘sarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a 'dan’ hurif b, perlu menetapkan Peraturan

.Daerah tentang Anggaran Pendapdtan dan Belanja Daerah

§Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

._;Und.ang-Undang' Nancwr 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

IDacrah daerah ’i‘iﬁgkdt I di Suléwesi (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

;Lembaran Negara Repubhk Indoneala Nomor 1822);

.éUncl_ang«undang_, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

;%Neg:':ara [Lembérarﬁ Negara Repulilik Indonesia Tahun 2003
:Non':ior 47, ’]‘ainb'lhan Lembaran Negara  Republik

;!ndoncsm Numm 4486)

. 'Undang—undang _ ' Nomor 1+ Tahun 2004 tentang

IPerbendaharaan‘ ‘;Negara (Lembéraﬁ o Negara Republik
élndonegla mhun 2004 Nomor: 5 .Tambahan Lembaran

chgdm Re p-[blzk Indoneqla Nomor 4355};

.Unclang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan 'Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 ' Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang,-Un(ldno Numor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

iKeuangan dntara- Penwrmtah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Famhahan Lernbaran Megara Republik
[ndon(,sm Nomor 4438), . o

L] H

. Und’mg-Un(lan 4 Nomor 28 ’I‘ahun 2009‘ tentang Pajak Daerah

dan; Retriusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
I’I‘ahun 2009 . Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara-
Repubhk Indonesm Nomor 5049};

Undang Unricuw Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negard Republﬂc Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) ‘scbageumana telah diubah beberapa kali
terakhir dcng‘m Undcmg, Undang Nomor 9 Tahun 2015

thldng Puubdnm Ixedua atas Undang -Undang Nomor 23




10.

11.

12
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Tahun 2014 LLntang Pemerlntahar Daerah (Lembaran Negara
Republik m.donesza Tahun 2055 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republxk Indonesm Nomor 5679);

Pcraturan P(,me.mtah - Nomor 109 Tahun 2000 tentang

. Kecdudukari [\Llldl’lgdl‘l Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lcmbalan Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000

Noﬁmr 210, ’F_ambahan Lembaran_ Negara Republik Indonesia

| Nomor 4028); + B

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Kcetiangan Badan Layanan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

lndbnesia Nomor 74 Tahun :2012 tentang Perubahan

,Peréturan Pe_merintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

:Peh‘gelolaan Keua'ngan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara ze:ubhk7 Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

;Tambahan Lembaran Negara chubhk Indonesia Nomor

1

5340);

Peraturan Pemumtah Nomor 55: Tahun 2005 tentang Dana

| Perimbangean (I,embaran Negora : Repubhk Indonesia Tahun

200’% Nomor * 1’%7 ‘Tambahan Lembaran Negara Republik

IndoneSJa Nomer 4570),
Peratulan Pen?erxn.tah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyetenggaraéﬁ Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,

Laporan l{cl,cfrzi‘lwga"rl Pertanggungjawaban Kepala Daerah

| kepada Dewan' Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi

Laporan Penylﬁ}lenggaraan Pemerintah Daerah kepada

‘Maéyara.kat (Lernharan Negara Republik Indonesia Tahun
5200‘!7 Nomor ‘1"0 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonc&.la Nomor 4693), ' '

I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Téhun 2009 tentang Bantuan

| Keuiangan Partai P’blitik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

, ;lndoncsm Nomor 4074), bcbagazmdna telah diubah beberapa

kali: terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua atns Peraturan Pemerintah

&
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Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada

Pdl‘tal Polit 1k

13. Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
- Cara PPlaks'maan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
| Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Prm'rinsi Gororit&:i'lo'; v | j

14 Peraturan Pomierintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntarisi Pemerintahan (Lembaran Negara
| Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123, Tambahan

Lerﬁbaran Nc;;a}a‘- Répuﬁlik Indonesia Nomor 5165);

15, P(.l‘dLUFdH Feme rmtah Nomor ‘12’ Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pﬁnoawasar Penyelenggaraan Pemerintah
[Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 .
;Nomor 73, Tambahan Lembaran ;Negara Republik Indonesia
Nomor 6041); . ¢ ¢ .

16.1 Peraturan Pcmcriritah Nomor 18; Tahun 2017 tentang Hak
! Ketfangan Pimpina‘n dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
I\Devi'an Perwalil ’1II1 Rakyat Daei'ah (Lembaran  Negara
Repubhk Indone°1a Tahun 2017 Nomor 106); .

17. Peraturan Pe mwmtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolmm lxeudngan Daerah (Lemharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;

18.3 Peraturan MLHL(.FI Dalam Negen Nomor 16 Tahun 2007

i'terxt}'ang TBt".f.l ;_Céara ‘Evaluasi Ragcﬂanga_r}_‘ Peraturan Daerah

5temfang Anggiirﬁ_mj iPendapat.an Idén,} éélanja Daerah dan
éRsurl"_canga‘n Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Penc_‘iabata’n dan Belanja Daerah sebagaimana telah

§diu‘bah dengan ;-‘Pératuran Mentei‘i_ Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 2011 Lchtélrigéperubahan atas Peraturan Menteri Dalam

:Negé:eri Nomur;‘ll‘() “Tahun 2011 teﬁtang Tata Cara Evaluasi

gRari'cangan Peratura‘ln Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan: Belan)a Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

-tentang Pcmabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara chubhk Indonesia Tdhun 2011 Nomor S25);

19.|Peraturan Mcnteri Dalam Negeri ' Nomor 32 Tahun 2011

stentﬁang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang




Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah bebeirapa kali terakhir dengan

PeraLumn Menteri Dalam Negerl Nomor 99 Tahun 2019

tcntcmg, Perubaban ‘Kelima atas Peraturan Menteri Dalam
*Negerl Nomor ' ..3z ‘Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan . Bantuan Sosial yanﬂ Bersumber dari Anggaran
Pendapatcm dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia lanun 4018 Nomor 565) e
20. PeraLuran Menter‘ Da;am Negerl Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasr Pemerintah Daerah
(Ber;ta Negara .IRepubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21! Peraturan Mei%tcri Dalam Negefi Nomor 62 Tahun 2017
tcntan{; Puwdompokan Kcmdmpuan Keuangan Daerah serta
Pelgksanaan dcn Pertanggung]awaban Dana Operasional
’ (Befita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067),
22!Peraturan I‘/](-:hthl': ':Ddlam Negefi’Nomor 36 Tahun 2018

ELLm(msl Tata’ §Lf1rc1 Pcrhltung,an Penganggaran dalam

xAnggaran l’a,m qpatan d'm Belanja Daerah, dan Tertib
Adrnm]sfrdm Pengajuan > Penyaluran dan Laporan

Pertanggung,jav aban Penggunaan Baneuan Keuangan Partai
Pohtlk |

o
w

.Pera}turan Menteri Dalam NegerﬁiiNomor 64 Tahun 2020
tentang P(—:domanr Penyusunan Af_lggaran Pendapatan dan
Belénja Daer'\h Tahun Anggaran 2021-

24! Keputuaan Gubernur Gorontalo Nomor 341/29/XI11/2020

Tahun 2020 tf‘ntang Evaluasi R'mcangan Peraturan Daerah

[(ahupaLul (r()f()l]LdlD Utara,
25. Peraturan Dderah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor
226 ;Tahun 2010 ! tentang Pcngelolaar'iiﬂ-Keuangan Daerah
E(Lerhbaran D:_aéra_h‘ Kabupaten Gorontalo Tahun 2010
Nomor - o -




H
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Dengan. Persetujuan Bersdma

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
'KABUPATEN ‘GORONTALO UTARA

dan

. . BUPAT! GORONTALO UTARA
I Co .

MEMUTUSKAN:
Menectapkan PIERAI‘URAI\ DAERFH KABUPATEN GORONTALO UTARA

TENTAN(J A‘\IGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
’IAHUN ANG(:ARAN 2021

Pasal 1
Dalam Peratumn Daerdh ini mng dlmaksud dengan
: i T . , ,

. ¢
a .

| o deal‘2
APBD terdiri atas pendapatan daeran bclanja daerah dan pembiayaan daerah.
APBD Kabupatc!n Goronmlo Ulara Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp
788.775.337. 841 ,00 | (tujuh IdLU‘; delapan puluh delapan milyar tujuh ratus
tujuh puluh llrna Juta tiga ratus tlga puluh tujuh ribu delapan ratus empat
puluh satu ruplah] - terdiri at L3 pcndapatan daerah belanja daerah dan
pembiayaan dacrah dcng,an rincian scbagal berikut :
a. Pendapatan Qduah Rp. 746.779.558.399 ,00
b. BelanjaDacrah Rp 784.775.337.841,00

L - Defisit Rp (37.995.779.442)

N

c. Pembiayaan Daerah .
1. Penerlmaan Rp 41.995. 7?9 442 00 >
2. Peng,(,ludrcm Rp 4.000. {J()O 000 ot

% . : = Pemblayacm Netto Rp 37.995.779.442 ,00
I
Sisa Lebih Pemblayaan Anggalan ’Inhun Berkenaan Rp ,00 '

\ ' i ' :-:ll'*:c 13
Pendapatan dderzlih dxrenaa*wl\an sebesar Rp 746. 779 558 399 ,00 (tujuh ratus

empat puluh enam mllyar ttuuh 1a'us tu_]uh puluh sembllan Juta lima ratus lima

T
A

H
t



puluh delapan ribu tiga ratus sembiia{h puluh sembilan rupiah) yang bersumber

dari ;

a.

b.

Penciapatan asli d:—i\crah; _
Pendapatan transfer; :
Lain-lain pendapatan daerah: yfmo sah
Pasa]4 _
Pendapatan ;sll da(,rah scba’relmana dlmaksud dalam Pasal 3 huruf a
d1rencanakan! sebesar Rp 32 271.663.000 ,00 (tlga puluh dua milyar dua
ratus tujuh pﬁuluh} satu juta cnam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang

terdiri atas :

H

o a. Pajak dacrah,

(3)

(4)

(1)

b. Pendapatan transfer antar daerah

b. Retmbum daerah | J_

¢. Hasil pengelolaan kekayaan dderah yang di plsahkan dan

d. Lain- lam pendapatcm ashi uaerah yang sah; | f
dedk (‘]cl(‘l‘dh scbdgalmam dmwk%ud pada aydt (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp 9[253 063 000 OU (uernbllr.m mllyar dua ratus lima puluh lima
juta enam pulluh t1ga ribu rup Ph) ‘ f LB ;‘e

Retribusi daerah sebdgaxmana d1maksud pada ayat [1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 6.125.000.600 ,Q _‘ \r,nram milyar bgratus dua puluh lima juta
rupiah). : ' ‘J .' |
Hasil pengelofaan kekayaah ciﬁeréh yang di pisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c d1rmcanakan sebesar Rp 3.250.000.000 ,00 (tuiga

milyar dua ratus lima puluh Juta ruplah)

Lain-lain pcndapdtan asli daerah’ ycmg sah sebaga1mana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dircn(,aadkan scbvbar Rp 13.641. 600 000 ,00 (tigabelas mllyar

enam ratus empat puluh satu mta enam ratus rlbu rupiah).

| :
' - Pasal 5 _

Pendapatan iLrans:fer S(tb;.x.géJih'\eina_ dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
;sebesar Rp ©96.747.765.000 ,00 (enam ratus sembilan puluh
enam milyar tujuh ratus empat pu1uh tujuh Juta tujuh ratus enam puluh

enar ribu rup1ah) yang terdiri atas :

direncanakan

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
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(2) Pendapatan transfer pcr’lermtah pusat sebagalmana d1maksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar: Rp ©785,747.766. OOO 00 {enam ratus tujuh

puluh delapan mllyar tu_]uh ra‘raw crqpat puluh tu_]uh _]uta tujuh ratus enam

puluh cnam rlbu ruplah) o \

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
huruf b dlrencanakan sebesar Rp 18 000.000. OOO ,00 (delapanbelas milyar

rupiahy).

: : ':; Pasal 6 _

(1) Lain-lain pendapatan dacrah yang sah bebagalmana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ dlreqcanakdn sebesar Rp 17.760.129.399 ,00 (tujuhbelas milyar
tujuh ratus esnamjpuluh juta seratus dua puluh. sembilan ribu tiga ratus
sembilan puluh scmbuan ru])mh] vang terdxrl atas
a. PendapaLdn Hibah:; IR
b, Dana damlrat
c¢. Lain-lain pendapa*ab smucn dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; |

(2)- Pendapatan ;hibah sebagaimana . dimaksud ipada ayat (1} huruf a
direncanakanisebeéar Rp- (0 1"ulpiah']

(3) Dana darutat sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. ,L(nol ruplah) '

(4) Lain-lain pcndapatan Sthéi .- d,ier!lgan ketentuan peraturan perundang-
undangan %cbag,aimana diniaks'ud pada avat :-(1') ﬁﬁﬁlf ¢ direncanakan
sebesar Rp 17 760.129.399 ,00 (*ujuhbe]as mllyar tuJuh ratus enam puluh

. juta seratus dua puluh s‘-mhllan I'lDU. tiga ratus sembilan puluh sembilan
rupiah). | | A
‘ o Pasal 7 :

Anggaran belan_]a daerah tahun anggamn 2021 dlrencanakan sebesar Rp

784.775.337.841 | 00 (tuju‘l ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus tujuh

puluh lima juta tlga ratus tiga pu]uh tuJuh ribu delapan ratus empat puluh satu
rupiah), yang Lerdm atas - S : ‘

a. Belanja operdsmnal L | P

b. Belanja modal ‘

c. Belanja tidak terduga dan

d. Belanja transfer




(1)

(3)

(7)

()

‘.9 X

Pasal 8

Anggaran belanja operavlondl sebagaxmana dxmaksud dalam Pasal 7 huruf a

direncanakan scbesar Rp 472. 862. 2’73 039,00 (empat ratus tujuh puluh dua
milyar delapan ratus qembllan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu
tiga puluh sel?bllan ruplan] _ydng terdiri atas :

a. Belanja petgawa-i; o ,

b. Belanja b_afrang-dan jasa; Ca R
c. Belanja bulnga;; o |
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hi}laah;% R
f. Belanja ba'n.tua'_n sosial. ) . ;'

Belanja pcgavxgrai sébagaimanéfdimaksud pada ayat' (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 256, 009 795.458 (JO \dua ratus lima puluh enam milyar enam
puluh sembllan Juta tujuh ratus %embllan puluh lima ribu empat ratus enam
puluh dclapan rupuah)

Belanja barang dan jasa scbagamlana chmaksud pada ayat (1} huruf b
direncanakan sebesar Rp 205.531,433.346 ,00 (dua ratus lima milyar lima
ratus tiga puluh satu juta (,mp"lt ratus tlga puluh t1ga ribu tiga ratus empat
puluh enam rupiah). L e

Belanja bunva sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp ~ (nol rupiah). o .

Belanja sub51d1 sebagaimana cumaksud pada ayat (1] huruf d direncanakan
sebesar Rp - (nol I’Upldh) ' .

Belanja hibah sc.bag:umfma rlunaksud pada ayat (1) hurufl e direncanakan
sebesar Rp 8.426.994.223 ,00 {de_ apan milyar empat ratus dua puluh enam

juta sembilan ratus sembi_lari puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima

rupiah). oo

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanukan|scbesar Rp 2.864 000.000 ,00 (dua milyar delapan ratus enam

puluh empat j'uta rupiah).

! | ?asal 9 .
Anggaran beli{anja ‘modal sebaguimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakanlsebe{sar Rp 159;338.215.542 ,00 (seratus lima puluh sembilan
milyar tiga ratus tiga puluh delépari juta dua ratus limabelas ribu lima ratus

empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :



(3)

(4)

(7)

Belanja mcdal tanah.

o P

Belanja modal peralatan dan mesin,

c. Belanja modal bangunan dan gedung.

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

e. Belanja moldal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja mo‘dal a:set tidals bervujud.

Belanja modal l'dndh se bug,a*m%ma dimaksud: pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 3.241.300.000 ,00 (t1ga milyar dua ratus empat
puluh satu Jutla hma ratus "lbU ruplah)

Belanja modal peralatar. dan. meqm qebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf b d;rcncanakan sebesar Rp 24.741.697. ?88 00 (dua puluh empat
milyar tujuh ratus empat- ]JuluH satu juta enam ratus sembﬂan puluh tujuh
ribu dua ratus delapan puluh dc]a pan rupiah),

Belanja rnodal bangunan dan- C‘L,dung sebaoalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dlrencapakan sebesar F’p 56.521.932. 999 ,00 (lima puluh enam
milyar lima ratus dua pulun satu juta sembilan’ ratut; tiga puluh dua ribu
scmbilan ratus scmbilan puluh dua I‘Upldh]

Belanja modal, Jalan jaringan dan 1r1ga31 sebageimana dimaksud pada ayat
{1) huruf d d1rencanakan sebesar, :Rp 73.008.545.852 ,00 (tujuh puluh tiga
milyar delapan Juta lima ratus ernpat phluh lima' 'ribu delapan ratus lima
puluh dua rupmh)

Belanja modal aset tctap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e d1rencanakan sebesar Rp 1. 824.539.410 ,00 (satu milyar delapan ratus
dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus
sepuluh ruplah)

Belanja modai aset tidak berwuiud schagaimana dlmaksud pada ayat (1)

huruf f direncahakan sebesar Rp —{nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tldak terduga se bagalmana c’lm'\kqud dalam pasal 7 huruf ¢

direncanakan sc bec.cu Rp 2.000. OUO OOO ,00 (dua rmlyar wupiah), yang terdiri

atas belanja tidak terduga

(1)

] '; o I"Daksal 11

i

‘Anggaran b(.]dl’]]cl tmn%l(r SC bnwa]mana dlmaksud dalam Pasal 7 huruf d

direncanakan siebcscu Rp 1\30;344‘-.899.260 ,00 (seratus Iima puluh milyar

i .
\ .

i



lima ratus empat puluh empat Juta delapan ratus sembilan puluh sembilan
ribu dua ratuis enam puluh rup1an] vang terdtrl ata‘s

a. Belanja bagl hasil; dan ' o

b. Belanja lm‘nlu:m koewang nn . | |

(2) Belanja bagi h‘lSll : sr*oagalmana di;naksud i ;Sada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 1 OOO 000.000 ,00 (satu milyar rupiah).

{3) Belanja bantuan keuangdn s«.bdgannand dimaksud pada ayat (1) huruf b
dlrencanakan scbesar Rp 149, 544 899.260 ,- (setatus empat puluh sembilan
milyar lima rfttus _empat puluh Pmpat juta delapan ratus sembilan puluh
sembilan rlbu dua ratus enam puluh rupiah). :

| |

f _ Pasal 12

Anggaran pcmbmvaan dacrah Lahtm anggjaran 20"1 direncanakan sebesar Rp

37.995.779.442 00 (nga pulun Lu;uh milyar sembllan ratus sembilan puluh

lima juta tujuh ratus tujuh puluh SPmb11a11 ribu empat ratus empat puluh dua
rupiah), yvang terdm atas o : ;

a. Penenmaan pemb1ayaan dan o |

[
S

b. Penge]uaran pembiayaan.

'} _5 3 Pasal 13
{1) Anggaran penerlmaan pemblayaan sebqgalmanc dimaksud dalam Pasal 12
huruf & dlrerjlcanakan sebesar Rp 41.995.779.442 ,00 (empat puluh satu

‘milyar qembllan ratus sc,mbﬂ |n p'L luli lirna }uta tujuh ratus tujuh puluhb
sembilan rlbu cmpat ratus cmpdi puluh dua rupxah) yang terdiri atas :

a. Sisa leblhlperhltunpdn anggaran tahun anggaran sebelumnya,;

b. Penca1ran’ dana cadangan
c. Hasil perjualan keka\raan daerah yang dlplsahkan,
1 :
d. Penu lmdﬁn p]l'l_]dn'ldl“ Llaudh
€. Pencrlmac‘m kc,rnbdh peinberian pinjaman daerah; dan
f.

Pcnerlmaax} pe_mbxayaan lamnya sesual dengan ketentuan peraturan

perundanglundangan ‘

(2) Sisa lebih perhltungan ang,gdran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud palda aydl (1) huruf ajdlrencanakan sebesar Rp 41.995.779.442
(empat puluh satu milyar %erﬁbilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh
ratus tujuh puluh semblian rmu empal. ratus empat puluh dua rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan scbc,g_,mmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan gebcsal Rp ~ (roi xuplah]



http://149.vS44.899.260

(4)

(6)

(7)

(1)

12- .

Hasil penjudhim lcck(mmn (ld(]dh ydng dlprsa}*kan sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dnrcmanakan bebeqar Rp - (nol rupiah).

Penerlmaan pm_]amar' daerah qebageumdna dlmaka,ud pada ayat (1) huruf d
dir encanakan sebesav' Rp-, OO { nol ruplah)

Penerimaan Kembah p(,mbt,rlan om_]aman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direne anakan bcbeoar Rp - [nol rupiah).

Penerimaan pemblayaan lamnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan SPbagalmana dimaksud:. pada ayat (1) huruf f
duencanakan%qebesar Rp - (nol ruplah) |
. E‘{as;al 14

Anggaran pengeluailran pembiayaén sebaéaimamé dimaksud dalam Pasal 12
huruf b dlrencanakan se bemr Rp +4.000.000.000 (empat milyar rupiah), yang

terdiri atas ; |

.

Pembcnlul\dn dand mcifmuan

a
b. Penyut’mn rnodal dab]“h

'O .

Pembavaran CICllan pokok ufang yang jatuh tempo;

a

Pemberian pmjaman daerah; dan

e. Peng,e}uarcm pembiayaan :l,gm_nya sesuai dehgan ketentuan peraturan
pcrunda.n'w‘meldng,cm L _

Pembentukan dana cadangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan aebesar Rp - (nol *uplah)

Penyertaan modal dacrah se bagalmand dlmaksud pada ayat (1} huruf b

direncanakan sebcsar Rp 4. OOO OOO 000 (empat milyar rupiah).

Pembayaran c1cxlan pokok. utcmc ‘yang jatuh ternpo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dlrencanaxa.n 'sebesar Rp - {nel rupiah).
Pemberian plnjaman daeraiy . q;Lblag;a'rnana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp - fno‘r ruplalﬂ]

Pengeluaran P(‘l’l’lbicl‘ychlll L.mmya scsual  dengan  ketentuan peraturan

perundang-undangar sebagaimana dimaksud : bada ayat (1) huruf e

direncanakanl sebesar Rp ~ (nol rhpxah)

' " Pasal 15
Sclisih anta;'a pjendnpat;m daeran dengan ‘anggarar: belanja daerah
mengakibatkan terjadinyu defisit ';;ebesar (Rp 37.995.779.442 ,00) (tiga puluh
tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lirria juta tujuh ratus tujuh

puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiahj.
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(2) Pembiayaan nctto yang merupakdn selisih perenmaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pemblcv, aan direnc anakan sebesar Rp 37.995.779.442 ,00 (tiga
puluh tujuh mllyar sembilan ra.tu.s sembilan puluh lima juta tujuh ratus

tujuh puluh semﬁilan ribu cmpat ratus empat puluh dua rupiahtiga puluh
tujuh rmlyar sembﬂan ratus «;embllan puluh lima juta tu\;uh ratus tujuh puluh

sembilan ribu empat ratus empat puluh dua n.pxah)
. | o

' ‘ i i
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| Pdsal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendebak pemerintah daerah
dapat melakukan pengeludran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran mClelhl pagu yang dltetqpkan dalam peraturan daerah ini,
yang Sr:lan‘]ut_nya dlma sukkan: daldm px,rubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupau.n (.:01ongalo tahun anggaran 2021, dengan tata cara
sesual dengan caré terlebih da'hurlu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD: selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran. | f '
(2} Keadaan darurat sebaga'manﬂ d1makqud pada ayat (1) meliputi :

a. Bencana alam bencana nrm -alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar blasaé :

b. Pelaksanaian operasi pencarian-dan pe:rtolongan; dan/atau

¢. Kerusakan sarana /pra.n:saifaria; yang dapat mengganggu Kkegiatan
pelayanan pubhk | Fo .. :

(3) Keperluan mendesak spbag,mm ma d;rr-dk‘sud pada ayd' (1) meliputi :

a. Kebutuhan daerah dalam’ rc.ngka pelayanan dasar masyarakat yang
angg cmmngw b(.lum tersee dm dalam tahun anggaran berjdlan

b. Belanja daerah:yang ber sa!a' men;ﬂkat dan bcldnja yang bersifat wajib;

C. Pengeluaran dae1ah yang berada di luar kendah pemerintah daerah dan
tidak dapat d1pred1ks:kan d cbelumnya, -serta amanat peraturan
perundang undam,an ddll/dfdu

d. Pcnguluamn daerah lmnnya ycmg apabila dltunda akan menimbulkan
kerugian %ang l_eblh besar | blclg} pemerintah daferah dan/atau masyarakat.

: . pa'aal 17 _
Uraian  lebih ;lanju:t Anggaran’ Pcndapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam® Pa$al 2, tercantqm dalam Lampiran yang




merupakan baglan :yang, tidak . terpisahkan dari Peraturan Daerah

Kabupaten ini terdn'l dar1 :

1. Lampiran 1

2. Lampiran |1

L)

3. Lampiran I

4, Lampiran 1V

Rlngkasan APBD vang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jeniis Pcndapatein, Belanja dan Pcfnbiayaan. .
Rinigkasz.-n; APBD vyang Diklasifikasi Menurut  Urusan
PemerintahaniDaf;rah dan Organisasi; '
Rincian APBD menurm Urusan Pemerintahan Daerah,
Organllsash Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendap dl.dll,?B:(.lal‘l_]d dan l"embzayaan,

Rekapitul lasi : Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah Orgdm:,as1, Prograrm Keglatan ‘beserta Hasil dan Sub

. Kegiatan Beserta Keluaran; L

5. Lampiran V

?R(—,k_apl'{.l.l]clSI belanjc} Daerah untuk Keselarasan dan

" Keterpaduan ‘Urusan Pemerintuhan Daerah dan Fungsi

dalém Kerangka Penge]olaan Kelz.langan Negara;

6. Lampiran VI
7. Lampiran VIIE

Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi i_Pfogf:'eim pada RPJMD dengan Rancangan

. APBD;

8. Lampiran VI II

Sinkronisasi Ph:grérh, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD

dan:' PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX

10. Lampiran X
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII

Sinkronisasi Progfa_m Prioritas _Nésional dengan Program
Pridritas Daerah; | |

Daftar Jumlah chawai Per Gulongan dan Per Jabatan;
Daltar Phutang Daerah; |

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah

: lalnnya,

13. Lampiran XIII’

Daftar Perkn‘aan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

i Daeralh ditn Asel Lam -lain:

14. Lampiran XlV
15. Lampiran XV | :
16. Lampiran XVI

Daftar Sub Kep platdn- ’l‘ahun Jamak (multy years);

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daérah. R

‘Pcl.bcll 18 | : 5

Bupati meqetapkan Peraturan Buoatx Gorontalo Utara tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belan]a Daerah sebagal landasan operasional

pelakqanaan APBD

i
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§ ~ Pasal 19

Peraturan Daerah ini'; mulai bcijla}kl_j rada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang meéngetahuinya. _mcmerintahkari pengundangan Peraturan

Bupati dengan pcnerripatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kwandang
: pada tanggal 30 Desgmber 2000

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASI
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Diundangkan di Kwar:_idang
pada tanggal 30| P‘l‘.‘mb:r
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